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PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR: $37 /KEP/HK/2019

TENTANG

PENATAAN ULANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
LINGKUPKABUPATEN SUMEBA BARAT DAYA

Menimbang :

Mengingat

1.

a.

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

bahwaPasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18
tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perangkat
Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi,
kewenangan Daerah ;

bahwadalam mendukung  kelancaran  proses
pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, maka
perlu dilakukan penataan ulang kelembagaan Sekolah
Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama {SMP)
Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan
Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Penataan
Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan
Sekolah Ménengah Pertama (SMP) Negeri Lingkup-

~ Kabupaten Sumba Barat Daya;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); M




Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran .Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional . Pendidikan (Lembaran Negara:
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 10);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);



Menetapkan

.10

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas' Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar Di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan PenutupanSatuan
Pendidikan Dasar Dan MenengahBerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menata ulang kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lingkup
Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tercantum
dalamLampiran Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

Sekolah - sekolah yang tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri lingkup
Kabupaten Sumba Barat Daya;

Penataan ulang kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri diatur
berdasarkan Kecamatan

Keputusan pBupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.-M

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal,

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4

. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

di Kupang;
Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumba

o o

Barat Daya di Tambolaka;
7. Tim studi kelayakan yang bersangkutan.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR :537/KEP/HK/2019

TANGGAL : 20 September 2019 :

TENTANG : Penataan Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten
Sumba Barat Daya

SEBELUM PERUBAHAN

NO NAMA SEKOLAH NPSN__| JENJANG | KECAMATAN
55 | SMP NEGERI SATU 69727701 SMP WEWEWA
ATAP PAKAMANDARA | UTARA
MENJADI
NO NAMA SEKOLAH NPSN__| JENJANG | KECAMATAN
55 | SMP NEGERI 2 omo7701|  SMP WEWEWA
WEWEWA UTARA 697277 UTARA

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor :

537 /KEP/HK/2019 tanggal 20 September tahun 2019 tentang Penataan
Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal,
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